. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara
rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi
kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada
pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat
diintegrasikan satu dengan yang lainya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk
menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan

datang.’

Sudarto menyatakan bahwa penegakan hukum seringkali dibedakan menjadi tiga
yaitu:?

1. Penegakan hukum yang bersifat preventif

2. Penegakan hukum bersifat represif

3. Penegakan hukum bersifat kuratif

Penegakan hukum yang bersifat represif, dimaksudkan untuk menghadapi onrecth in
potenle (perbuatan melawan hukum yang bersifat potensial) dan bersifat kriminogen,

akan tetapi bila kondisinya sangat potensial, maka yang nampak disebut sebagai

! Barda Nawawi Arief, Op. Cit., him. 109.
2 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, him. 3.
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police hazard yang perlu mendapat perhatian khusus. Penegakan hukum yang
bersifat kuratif, pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti seluas-
luasnya ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan oleh sebab itu untuk
membedakanya sebenarnya tindakan Kkuratif ini merupakan segi lain dari tindak
refresif, namun lebih dititik beratkan pada tindakan pada orang yang melakukan

tindak kejahatan.

Penegakan hukum yang berkeadilan syarat dengan landasan etis dan moral.
Penegasan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih dari empat
Dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidak pastian hukum dan hidup
dalalam intimitas yang tidak sempurna antara sesamanya. Apa yang sesungguhnya
dialami tidak lain adalah pencabikan moral bangsa sebagai akibat dari kegagalan
bangsa ini dalam menata manajemen pemerintahan yang berlandaskan hukum.
Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena di dalamnya terlibat
subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing,
faktor moral sangat berperan dalam menetukan corak hukum suatu bangsa. Hukum
dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak

mungkin akan terwujud.’

Tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung di dalamnya tiga
kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan Legislatif pada tahap formulasi, yaitu
kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat
dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif

ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan

% http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12185/1/09E01683.pdf, him. 15. Diakses pada
tanggal 11 Februari 2014.
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sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah
kekuasaan Yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan

kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.*

Menurut Joseph Goldstein bahwa upaya penegakan hukum pidana dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) yaitu:®

1) Total enforcement (penegakan hukum sepenuhnya)
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (substantive law of
crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan,
sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang
antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi
hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya
dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.
Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut Area of no Enforcement (area di mana
penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang
lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi Area of no
Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni Full
Enforcement.

2) Full Enforcement (Penegakan hukum secara penuh)
Penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, akan tetapi
oleh Goldstein harapan itu dianggap not a realistic expectation, sebab adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana
yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretions.

3) Actual Enforcement
Merupakan area yang dapat ditegakan oleh hukum pidana, melihat pada
kenyataan bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para
penguasa maupun masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak
pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatanya melalui peroses hukum.
Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabanya.

Dalam hal ini ada hubunganya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu

* Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum
Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, him. 30.
> Barda Nawawi Arief, Loc.Cit., him. 3.
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perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur
dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

itu, ada hubungan yang erat pula.®

B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu Straafbaarfeit.
Ada pula yang mengistilahkan menjadi delict yang berasal dari bahasa latin delictum.
Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act. Oleh
karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada
Wvs Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu Straafbaarfeit.
Straafbaarfeit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:’

Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum.

Peristiwa pidana.

Perbuatan pidana.

Tindak pidana dan
Delik.

agrwbdE

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljatno bahwa Straafbaarfeit adalah
kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggung jawab. ® Van hamel juga merumuskan bahwa Straafbaarfeit adalah

® Andi Hmazah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him. 15.
" Ibid, him. 84.
8 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, him. 56.
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kelakuan orang (menselijk gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan®.

Vos memberikan definisi yang dikutip oleh Zainal Abidin bahwa Straafbaarfeit ialah
kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan
diberikan pidana. Sedangkan Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang

bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. *°

Definisi teoritis adalah pelanggaran norma (kaidah: tata hukum), yang diadakan
karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut
hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang
ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian); tidak
berbuat; berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan

bagian suatu peristiwa.

Menurut Moeljatno™ bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu,
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan
pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

°  Ibid, him.57.
10 7aini Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, him. 225.
1 Moeljatno, Op. Cit., him. 54.
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Perbuatan pidana ini juga dapat disamakan dengan istilah Inggris “criminal act”.
Pertama, karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata
lain: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena criminal
act juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal
liability atau responsibility, untuk adanya criminal liability (dapat dipidananya
seseorang) selain daripada melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga

harus memiliki kesalahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
tidak dijelaskan secara jelas pengertian tindak pidana Pemilihan Umum. Secara
denifinit pengertian tindak pidana Pemilu sulit ditentukan, Sebagaimana yang
berlaku bagi terminologi hukum, untuk tindak pidana Pemilu juga tidak ada satu
rumusan pun yang dapat memberikan secara utuh definisi atau pengertian tindak
pidana Pemilu, yang sekaligus dapat dijadikan pegangan baku atau standar bagi
semua orang. Salah satu rumusan menjelaskan bahwa "setiap orang, badan hukum,
ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,
rnenghalang-halangi, atau rnengganggu jalannya pemilihan umum yang
diselenggarakan menurut undang-undang”, merupakan perbuatan pidana Pemilu.*?
Menurut Joko Prakoso, tindak pidana Pemilu adalah setiap orang, badan hukum
ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,
menghalang-halangi atau menggangu jalanya pemilihan umum yang diselenggarakan

menurut undang-undang.®?

12 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 17.
" Ibid, him. 148.
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Pengertian dan cakupan dari tindak pidana Pemilu secara sederhana dapat dikatakan
bahwa ada tiga kemungkinan, yaitu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam undang-undang Pemilu. kedua,
semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur
baik di dalam, maupun di luar undang-undang Pernilu, (misalnya di dalam Undang-
Undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP), dan ketiga, semua tindak pidana
yang terjadi pada saat Pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan

(kekerasan), perusakan dan sebagainya).**

Topo Santoso mendefinsikan kembali pengertian tindak pidana pemilihan umum
adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu yang
diatur dalam undang-undang Pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana
Pemilu.’® Lebih khusus lagi tindak pidana Pemilu yakni tindak pidana yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu
(termasuk juga didalam undang-udang tindak pidana Pemilu).’® Karena fokusnya
adalah tindak pidana, maka berbagai kecurangan yang terkait dengan Pemilu, tetapi

bukan termasuk tindak pidana tidak menjadi objek yang dikaji.

Konteks pengaturan tindak pidana dalam UU Pemilu merupakan undang-undang
khusus (lex specialis) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu.
Secara umum KUHP (lex generalis) juga telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai
dengan Pasal 153 KUHP. Hal ini terlihat dari terjadinya kriminalisasi terhadap
hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan pelaksanan Pemilu yang

menghambat terlaksananya Pemilu. Meskipun penyelenggaraan penuntutan atas

¥ Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 4.
' Ibid, him. 5.
*® Ibid, him. 6.
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perkara pidana Pemilu pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana/KUHAP (lex generalis) namun dalam UU Pemilu juga menentukan
mekanisme/hukum acaranya sendiri (lex specialis) mengingat segala penyelesaian
yang berkaitan dengan Pemilu temasuk penegakan hukumnya dituntut harus
diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud
pelaksanaan demokrasi dapat dilaksanakan secara demokratis dan bersih. Tindak
pidana Pemilu didalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana Pemilu
terdapat dalam Bab IV buku kedua KUHP mengenai tindak pidana kejahatan

terhadap melakukan kewajiban dan hak kewarganegaraan adalah:

Pasal 148 KUHP menyatakan:

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum,
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi
seseorang mamakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 149 KUHP menyatakan:

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan
umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang
supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu
menurut cara yang tertentu, diancam pidana penjara peling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, dengan menerima
pemberian atau janji, mau disuap.

Pasal 150 KUHP menyatakan:
Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan
umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi

tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud pemilih
yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 151 KUHP menyatakan:

(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan putusan kejahatan dalam Pasal 147-152,
dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 ke-3.
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C. Aspek Pidana dalam Undang-Undang Pemilu

Tindak pidana Pemilu sudah diatur dalam KUHP tetapi didalam Undang-undang
Pemilu diatur lagi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD vyaitu:

1. Pelanggaran
Pasal 273:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 274:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki
daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), Pasal 37
Ayat (2), dan Pasal 43 Ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 275:

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya
Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 276:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar
jadwal yang telah ditetapkan olen KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 277:

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).
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Pasal 278:

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (3) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 279:

(1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang
dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye
Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang
karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 280:

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar
dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
134 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 135 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 281:

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang
pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara,
kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 282:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat
suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat
suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita
acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (2) dan Pasal 164 Ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
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Pasal 283:

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan
pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 284:

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 285:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan
menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 Ayat (3) dan Pasal 163 Ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita
acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (3) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 286:

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya
berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (4)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 287:

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang
karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 288:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan
salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara,
serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu,
Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan
PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (2) dan Ayat
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(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 289:

(1) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan
kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada
Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (6)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak
suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak
melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 Ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 290:

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 291:

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang
Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 Ayat
(2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Kejahatan
Pasal 292:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 293:

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau
dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran
Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam
Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah).

Pasal 294:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran
data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara,
perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan,
penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan,
daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan
Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Pasal 295:

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan
daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh
empat juta rupiah).

Pasal 296:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan
verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
Ayat (3) dan dalam Pasal 71 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah).

Pasal 297:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk
menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan
memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi
pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
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Pasal 298:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang
yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 299:

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh
empat juta rupiah).

Pasal 300:

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim
pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi
gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan
karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 301:

(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan
imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung
ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih
untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu
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tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal
KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi,
pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja
melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal
KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi,
pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena
kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan
Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00
(delapan belas juta rupiah).

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (1) dan Ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak
melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak
menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (1) dan Ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak
melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak
menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
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paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Pasal 305:

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 306:

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat
suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 307:

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan,
keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 308:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau
menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih,
melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan
ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan
pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 309:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan
suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta
Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta
Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah).

Pasal 310:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku
dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu)
kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
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(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00
(delapan belas juta rupiah).

Pasal 311:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil
pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah).

Pasal 312:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau
menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau
sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 313:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi
sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 314:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan
kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada
PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (5) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 315:

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat
PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
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Pasal 316:

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada KPU Kabupaten/Kota
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 317:

(1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan
cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan
cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 247 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00
(delapan belas juta rupiah).

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan
hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya
pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 247 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 318:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 Ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 319:

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (2), anggota KPU dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 320:

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas
Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan
dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau
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KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 321:

Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283,
Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301
Ayat (3), Pasal 303 Ayat (1), Pasal 304 Ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal
310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang bersangkutan
ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.

D. Sistem Peradilan Pidana

Bicara mengenai penegakan hukum, tidak terlepas dari apa yang dinamakan Sistem
Peradilan Pidana, karena penegakan hukum adalah suatu rangkaian yang tidak
terpisahkan antara instansi  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga
pemasyarakatan, serta tidak terlepas juga dari peran masyarakat sebagai salah satu

Subsistem Sistem Peradilan Pidana, di samping terdapat Penasehat Hukum.

Istilah “Criminal Justice system” atau sistem peradilan Pidana (SPP) menunjukan
mekaniseme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar
pendekatan sistem” Remington dan Ohlin mengemukakan:

“Criminal justice system dapat diartikan sebagian pemakaian pendekatan
sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu
sistem peradilan pidana merupakan suatu interaksi antara peraturan
perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi
yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan
hasil tertentu dengan segala keterbatasan™'’

Y Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana,Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme,
Bina Cipta, Bandung, 1996, him. 14.
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Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang mempunyai pengertian
suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian whole compounded of
several parts.'® Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur
yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur
dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner®®
menyebutkan:”sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-
sama untuk mencapai tujuan keseluruhan”. Hagan membedakan pengertian antara
“Criminal Justice Process” dan “Criminal Justice System” yang pertama adalah
setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam
proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah
interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses

peradilan.?

Sistem yang tersusun dari sekumpulan unsur-unsur ini dapat dilihat pada sistem
peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara proporsional yang
dilakukan baik secara normatif maupun secara filosofis. Sistem peradilan pidana
berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan
serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Terpadu dalam sistem peradilan,
adalah keterpaduan hubungan antar penegak hukum?. Masing-masing komponen
dalam proses peradilan pidana tidak mungkin akan dapat menanggulangi pencegahan

dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri. Masing-

18 Stanford Optner, Systems Analysis for Business Management, Prentice Hall, Inc., New York, 1968,
hlm. 3. dalam Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali, Cet. 1, Jakarta, 1986, him. 5.
Sistem dapat juga diartikan sebagai suatu kompleks elemen dalam satu kesatuan interaksi Lihat dalam
Lili Rasjidi,Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, 2003, Bandung, him. 63.

9" Ibid. him. 63.

20 Romli Atmasasmita, Op. Cit. him. 14.

21 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, FH UlI, Yogyakarta, 2005, him. 93.
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masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan

pidana.?

Adapun komponen sistem peradilan pidana ini terkandung didalamnya gerak
sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni yang terdiri dari Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat yang secara
keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan

yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.”®

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, adalah salah satu tujuan hukum
sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh kelembagaan yang diatur oleh sistem
peradilan pidana. Salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem
peradilan pidana ini adalah ketidakteraturan dari penyelenggaraan peradilan pidana.
Berkaitan dengan hal ini Muladi®* menyatakan bahwa:
“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau
sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif
agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-Subsistem
ini berupa polisi, jaksa, Pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya
institusional maupun yang nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat

peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai
quasi sub-system”.

Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum
tentu efisiensi masing-masing sub-sistem, dengan sendirinya menghasilkan

efektivitas. Kegagalan pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut,

22 Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan. Datacom, Jakarta, 2002 him. 27. Lihat juga Pontang
Moerad, Op.Cit. him.186.

2 Sidik Sunaryo, Op.Cit. him. 255.

?* Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponogoro,
Semarang, 1995, him. 21.
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1% Menurut Marjono

Reksodiputro,?® apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada

tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1.

2.

3.

Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing
instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi
sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana ; dan

Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka
setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem
peradilan pidana.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasamita memberikan penjelasan berikut:

“Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan
bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau
melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung
aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan sedangkan apabila
sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau law
enforcement maka didalamnya terkandung aspek hukum yang
menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam
upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum
(certainty) dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang
sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana
terkandung gt?pek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan

(espediency)”.

Lebih lanjut Sidik Sunaryo menyatakan:

“Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara
Subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana
yang terpadu (the administration of justice). Secara pragmatis, persoalan
adminsitrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang
signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem
sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebab apabila masalah administrasi
peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin
dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bisa
terwujud dan yang terjadi justru akan sebaliknya, yakni kegagalan dari

% Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbitan Universitas
Diponogoro, Semarang, 2002, him. 21

% Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan
Buku Ketiga, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h
Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1999 him. 85-86.

7 Romli Atmasasmita, Op.Cit., him.16.
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prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif

sistem peradilan pidana terpadu”. %

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap
sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai
berikut:

1. Semua subsistem akan saling tergantung (interdependent), karena produk
(output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem lain.

2. Pendekatan sistem mendorong adanya inter-agency consultation and
cooperation, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan
strategi dari keseluruhan sistem.

3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh
pada subsistem lain.”

Konsekuensi di atas akan berdampak pada tujuan dari pembentukan sistem peradilan

pidana. Adapun tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan Mardjono sebagai

berikut; *°

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; dan

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi
lagi kejahatannya.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan
membuat masyarakat terlindungi dari kejahatan. Fungsi yang harus dijalankan dalam
penyelenggaraan sistem peradilan pidana menurut Malcolm Deviese:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pencegahan

kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi
terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

%8 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2004, him. 256

2 Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Sinkronisasi Ketentuan PerUndang-undangan
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum, 2001.

% Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana Op.Cit., him.85. .Lihat juga
Mien Rukmini.Op.Cit him. 77.

%1 Malcolm Devies, Hazel and Jane Tyrer, Criminal Justice, London Longman, 1995, page 4-6.
Seperti Terpetik dalam Sidik Sunaryo, Kapita Selekta ..., Op. Cit., him.257 —261.
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2. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum,
dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka,
terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang
tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

Menjaga hukum dan ketertiban.

Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

How

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan
hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.
Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu
berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan

membawa bencana berupa ketidakadilan.*?

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar
sistem, pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-
undang Nomor 8 tahun 1981 vyaitu serangkaian ketentuan sistematis untuk
memberikan arahan atau petunjuk kepada aparatur penegak hukum dalam
melaksanakan tugas sehari-harinya, kedua, Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam
sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan
Lembaga permasyarakatan, Ketiga, Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem
tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau

bensin dari sistem peradilan pidana.®

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi
yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana

merupakan kontruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (didalamnya

%2 Muladi terpetik dalam Romli Atmasasmita, Id. him. 16. Lihat juga Anthon F Susanto, Op. Cit.,
him. 77.

% Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan ,Mekanisme
Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama,Bandung, 2004 him. 76.
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ada aparatur hukum, pengacara, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan

dalam membangun dunia realitas yang mereka ciptakan®*.

Berkaitan dengan pemikiran di atas Muladi menegaskan bahwa:*
“Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu
pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan
mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system).
Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan
sekunder (secondary prevention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di
kalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang

bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan
pelaksanaan pidana”.

Sistem peradilan pidana (Criminal justice System) adalah sistem dalam suatu
masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini
adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi
masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun
keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan

diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta

mendapat pidana.*®

Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan

maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani

pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Karena

itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta;

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi
lagi kejahatannya.*’

**Ibid, him. 77.

% Muladi, Op. Cit., him. 22

% Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., him.84.
" Ibid, him. 85.

w
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Gambaran di atas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh
masyarakat. Namun, hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan dari
sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan
mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi
kejahatan. Seperti di jelaskan oleh Minoru Shikita, yang mengajukan tiga kerugian
yang timbul bila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan yang erat antara
subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, yakni:

1. “...itis often difficult for component agencies to assess the success or failure of
their own policies and practices in isolation, because they impact on one
another. Failure or success is often felt more by other agencies than the
particular one

2. “..it is often difficult for the respective agencies to solve their most serious
problems by themselves “
3. “...the responsibility for effective administration of justice is so diluted among

various agencies that each agency tends not to be sufficiently concerned with the
overall effectiveness of the total criminal justice administration. Moreover, there
has been insufficient effort to assess the effectiveness of the administration of
justice as a whole or to view Systematically each agency’s responsibility in
regard to success or failure of the system as an entirety.”

Yang diartikan sebagai:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing
instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing
(sebagai Subsistem dari sistem peradilan pidana);dan

3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi,
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari
sistem peradilan pidana.*

Jawaban terhadap kerugian-kerugian di atas adalah adanya keterpaduan kerja dalam
sistem peradilan pidana.”® Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Kehakiman Ali

Said:

% Minoru Shikita, Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice,
dalam buku Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach, Unafei, 1982, him.34.
% Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., him. 85.
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“Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-
tenaga professional sistem peradilan Pidana, maka adanya satu tujuan yang
dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu
sistem peradilan pidana yang bekerja cengan baik. Kita tidak akan dapat
mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada
keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi
masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan

sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari

berbagai unsur tersebut”.*!

Tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum
telah terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum,
bukan dengan adanya putusan hakim, oleh karena itu perlu diperhatikan salah
satunya adalah mencegah terjadinya disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana
yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya
diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap
komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan,

yang akan menyukarkan pembinaannya.*?
E. Peran Masing-Masing Subsistem Peradilan Pidana

1. Peran Subsistem Kepolisian

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) merupakan sistem terpadu (integrated criminal justice system).

Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip differensiasi fungsional di

0 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku
Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas
Indonesia, 1997), him 142.

Al Said, sebagaimana dikutip dari Laporan Singkat Seminar Bersama UNAFEI Jepang,
Babinkumnas Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Maret 1984, hal 3-4, sebagaimana dikutip pula
oleh Mardjono Reksodiputro dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan
Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia, 1997), him 142.

2 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, him. 146.
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antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang

diberikan Undang-undang kepada masing-masing aparat penengak hukum.

Polri menduduki posisi sebagai penegak hukum sesuai dengan prinsip differensiasi
fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran (role) berupa
kekuasaan umum menangani kriminal (general policing uthority in criminal matter)
di seluruh wilayah Negara. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut Polri
berperan melakukan pengendalin kejahatan (crime control) dalam bentuk investigasi-

penangkapan — penahanan — penggeledahan - penyitaan.

Tanggung jawab Polri dalam menegakan hukum (law enforcement) berada pada diri
Polri itu sendiri. Oleh Karena itu, Polri dapat dimintai pertanggungjawaban atas
penegakan hukum. Dalam rangka pertanggungan jawab yang independen, Polri
bebas mengambil desisi dan diskresi meskipun hal itu mendatangkan konsekuensi

dramatik terhadap masyarakat.*®

Tugas pokok Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri
bertugas, yakni: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan
segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di
jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara

* M Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 93.
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ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran
Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas
Kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi
dan/atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, melaksanakan tugas lain

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Tugas Polri, diatur sebagai berikut: sebagai penyidik dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertugas melakukan penyelidikan, yaitu
serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1
angka 5), sebagai penyidik, Polri bertugas melakukan serangkaian tindakan di dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2).

* Ppasal 14 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, LN RI Tahun 2002 No. 2, TLN RI
No0.4168.
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Mengenai kewenangan Polri dalam penegakan hukum, dapat disebutkan
kewenangannya berdasarkan KUHAP, vyakni: setiap anggota Polri memiliki
kewenangan Kepolisian yang lingkupnya dapat membatasai hak-hak asasi warga
masyarakat demi tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini nampak dalam
kewenangan selaku penyelidik, penyidik, penyidik pembantu sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1). Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang
Nomor. 8 tahun 1981 disebutkan Polri selaku penyelidik mempunyai wewenang:
menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain

menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981, Polri selaku penyelidik berwenang:
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti
seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan
dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang
untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli
yag diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan
penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

Selaku penyidik pembantu sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun
1981 mempunyai wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang

wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Dengan tugas dan
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wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, kiranya Polri mampu
menjadi inti kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk mencapai

keamanan dan ketertiban.

2. Peran Subsistem Kejaksaan

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses pemidanaan karena penuntutan
menghubungkan penyidikan dengan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam
penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai
pengacara masyarakat. Jaksa adalah juga pelindung kepentingan umum, sehingga
sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus
obyektif dan tidak memihak.” Tak didapat disangkal, dalam hubungannya dengan
Pengadilan, jaksa mempunyai hak-hak khusus dan tanggung jawab khusus yang lebih

daripada hak-hak dan tanggung jawab polisi.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Bab IlI
diatur mengenai tugas dan wewenang jaksa, yaitu:

Pasal 30 Ayat (1) dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan
wewenang:melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan
lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
Undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam

pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

** Subrahmania lyer Balakrishnan, Speedy and Fair Administration of Justice, UNAFEI Report No.
15 Tahun 1978, him 61, sebagaimana di Kutip oleh RM.Surahman dan Andi Hamzah, dalam Jaksa di
berbagai Negara Peranan dan Kedudukannnya,Sinar Grafika, Jakarta, 1995, him. 6.
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Selanjutnya Pasal 30 Ayat (2), di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan
dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Bidang
ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
peningkatan kesadaran hukum masyarakat,pengamanan kebijakan penegakan hukum,
pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Pasal
31 UU Nomor 16 Tahun 2004, mengatur bahwa:

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang
terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak
karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh
hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Seorang jaksa di dalam melakukan penuntutan, memiliki pedoman sebagaimana
diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang
Pedoman Tuntutan Pidana, yang mana memiliki maksud untuk mewujudkan tuntutan
pidana:*® Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat, membuat jera pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak
pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya, menciptakan kesatuan
kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan
tidak bisa dipisah-pisahkan, menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk
perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan

memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

*® Dalam rangka guna lebih meningkatkan kualitas penerapan, penegakan dan pelayanan hukum ,
khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana umum maka
jaksa penuntut umum mempunyai acuan yang diatur dalam Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk
Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, yang terbitkan oleh Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
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Berkaitan dengan hal pengajukan tuntutan pidana, terhadap perkara Tindak pidana
Umum Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memperhatikan/mempertimbangkan
faktor-faktor perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana dan dampak

perbuatan terdakwa.*’

Jaksa harus memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang
sadis, atau dilakukan dengan cara kekerasan, atau menyangkut kepentingan negara,
stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan dalam hal perbuatan terdakwa.
Ataukah perbuatan tersebut menarik perhatian/meresahkan msyarakat,atau
menyangkut SARA. Dalam faktor keadaan diri pelaku tindak pidana, jaksa Penuntut
Umum harus memperhatikan sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak
pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-
lain), karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku
tindak pidana, peranan pelaku tindak pidana, keadaan jasmani dan rohani pelaku
tindak pidana dan pekerjaan, umur pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam faktor
dampak perbuatan terdakwa, seorang jaksa harus memperhatikan, menimbulkan
keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat, menimbulkan penderitaan yang
sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya, menimbulkan
kerugian bagi negara dan masyarakat, menimbulkan korban jiwa dan harta benda,
merusak pembinaan generasi muda. Dengan memperhatikan keadaan masing-masing
perkara secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana
dengan wajib berpedoman pada Kkriteria sebagai berikut: tuntutan Pidana Mati,

diajukan apabila perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati, dilakukan dengan

" Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
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cara yang sadis di luar perikemanusiaan, dilakukan secara berencana, menimbulkan

korban jiwa atau sarana umum yang vital, tidak ada alasan yang meringankan.

Tuntutan Seumur Hidup diajukan, apabila memenuhi Kkriteria: perbuatan yang
didakwakan diancam dengan pidana mati, dilakukan dengan cara sadis, dilakukan
secara berencana, menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital, terdapat
hal-hal yang meringankan. Tuntutan pidana serendah-rendahnya % dari ancaman
pidana, apabila terdakwa: residivis, perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi
korban atau keluarganya, menimbulkan kerugian materi, terdapat hal-hal yang
meringankan. Tuntutan pidana serendah-rendahnya Y% dari ancaman pidana yang
termasuk dalam kategori residivis, perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi
korban atau keluarganya, menimbulkan kerugian materi. Tuntutan pidana bersyarat,
diajukan jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi kriteria bahwa terdakwa sudah
membayar ganti rugi yang diderita korban, terdakwa belum cukup umur (Pasal 45
KUHP), terdakwa berstatus pelajar /mahasiswa /expert, dalam menuntut hukuman

bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHP.*®

Tuntutan pidana mati diajukan salah satu kriterianya adalah tidak adanya alasan yang
meringankan. Menurut penulis, tidaklah mungkin tidak ditemukan sama sekali alasan
yang meringankan dalam persidangan,terdakwa dalam menjalankan persidangan
tetaplah seorang manusia, yang menunjukan sisi kemanusiaannya, seperti tidak

berbelit-belit dalam memberikan keterangan atau sopan di dalam persidangan, oleh

* Kriteria tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam SE JA
No0:001/JA/1/1995. Penyimpangan terhadap tuntutan terhadap pidana mati dan pidana seumur hidup
harus dengan ijin Jaksa Agung sedangkan pelaksanaan tuntutan serendah-rendahnya % dari ancaman ,
tuntutan serendah-rendahnya ¥, serta tuntutn pidana bersyarat dipertanggungjawabkan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Kecuali perkara penting sesuai dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak pidana
Umum (JAMPIDUM) No:R-16/E/3/1994, tanggal 11 Maret 1994 perihal pengadilan Perkara Penting
Tindak Pidana Umum
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karena itu akankah lebih masuk akal apabila kriteria tidak ada alasan yang

meringankan dihilangkan dari pedoman penuntutan pidana mati.

3. Kebebasan Hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang
bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja.** Asas ini berarti
bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas
dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun
tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili,
hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali
itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan

maupun pihak ekstrayudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu
tidaklah mutlak, karena dalam tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila,
UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum
dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim.
Kalaupun kebebasan itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing

negara tidak sama.>

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan

dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah

* Sudikno Mertokusumo, Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan
Kehakiman, pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas
Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

%0 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia, UlI Press, Yogyakarta, 2005, him. 51-52.
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adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.>

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni
kemandirian lembaganya/ Institusinya, kemandirian proses peradilannya dan
kemandirian hakimnya sendiri.®* Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian
yang berkaitan dengan lembaga peradilannya itu sendiri. Parameter mandiri atau
tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

a. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling
mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan
lembaga lain ataukah tidak, misalnya dengan institusi Kejaksaan, Kepolisian,
kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata
dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal
ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak
mandiri, atau setidak-tidaknya lembaga peradilan itu kurang mandiri.

b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara
formal, di mana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan
mempengaruhi kebebasan atau kemandiriann terhadap keberadaan lembaga
peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada
Pengadilan di bawahnya, maka hubungan hierarkis antara lembaga atasan dengan
bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan di sini.Yang jadi
masalah kalau sampai Pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam
proses peradilan secara tidak sah di luar hal-hal yang sudah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksan
perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri
atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur
tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dengan

berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung

51 Lihat penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
Kehakiman, LN RI Tahun 2004 Nomor.8, TLN RI Nomor 4358.
52 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Op.Cit., him. 52.
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maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat
mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti
proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya jika ada campur tangan

ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional
merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan.
Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapt dilihat dari
kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen
kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya
campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh
oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang
yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau
hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan
psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang

memegang teguh kemandiriannya.

Pasal 52 Rancangan KUHP 2012 telah dimasukan pemikiran para ahli hukum, bahwa
hakim dalam menjatuhkan pidana, wajib mempertimbangkan: kesalahan pembuat
tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak
pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial
ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan
tindak pidana, pengaruh pidana terhdap masa depan pembuat tindak pidana,

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak
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pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan

dengan berencana.>®

Menurut Jackson, bilamana Pengadilan akan menentukan pidana apakah yang akan
diterapkan, maka harus dilihat:
a. The gravity of particular effence;
b. The criminal record of the offender, and
c. His family position, record in employment, and prospect if he is not given
custodial sentence.*
Menurut Middendorf (criminologist and teacher at the State police School in
Freiburg Germany) menyatakan bahwa:
“in the sentencing process, the judge, in applying the aims of justice, has to
consider:
1. The offence
2. The personality of the offender

3. The efficacy of penalties
4. Aspects of victimology.” >

Bila melihat pendapat-pendapat tersebut di atas nampak bahwa hakim sebenarnya
tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam menentukan pidana yang akan
dijatuhkan tetap terdapat acuan-acuan yang mendasari putusan pidana yang akan
dijatuhkan, acuan tersebut berasal dari subyektif terdakwa (diri terdakwa) maupun
yang berasal dari faktor obyektif seperti catatan kejahatan/residivis (criminal
record). Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 juga memuat batasan kebebasan hakim
dalam menjatuhkan pidana, hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 183 UU Nomor

8 Tahun 1981, yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

> Lihat Pasal 51 RKUHP 1999-2000.

> RM, Jackson. Enforcing the Law, Pelican Book, 1972 hal 309. Seperti dikutip oleh Muladi dan
Barda Nawawi dalam Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Buku Teori-Teori
dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, him. 68.

% Middendorf, in Punishment For & Againt, 1971:27, Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda
Nawawi dalam Dampak Disparitas pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Buku Teori-Teori dan
Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 1998, him. 68.
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seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.Demikian juga dalam Pasal 193 Ayat (1)
huruf f UU Nomor 8 Tahun 1981, mengatur bahwa suatu putusan pemidanaan
memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari

putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pembatasan kebebasan hakim juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur
bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, mengatur bahwa dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat
yang baik dan jahat dari terdakwa, di dalam penjelasan ayat ini ditambahkan
berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang
akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa

sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh
lima faktor, Pertama, faktor hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, faktor
aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan

dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor
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sarana atau fasilitas yang mendukung peroses penegakan hukum. Keempat, faktor
masyarakat yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam prilaku
masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.>® Secara konseptual, inti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir.

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi
bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.Keberhasilan
penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Substansi hukum, hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang,
sebagai contoh Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan substansi
atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus
memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan
keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di
buatnya hukum akan semakin membuat ketidak adilan dan ketidakpastian dan
malah merugikan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran
adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

Penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak
hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim,
Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea

% Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, him. 15.
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cukai, perpajakan,lembaga pemasyarakat. Para penegak hukum ini memegang
peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka
harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.Penulis
berharap mereka tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga berfikir
lebih luas dan mendalam.

Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Penegakan
hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi peralatan yang
memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu
lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam
penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan
prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang
benar-benar dimanfaatkan untuk itu.

Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Budaya hukum masyarakat, Penegakan hukum
bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah
masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan
baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,
partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika
ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat
juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak
terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam
berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan
tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan
dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang
relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik
dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Aspek kultural
melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai,
sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan
pengikat sistem hukum tersebut.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan
masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam  menegakannya.
Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum.®’

%7 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
1986. him.8-11



